SALINAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

Nomor : W2.U11/230/SK/KP.04.6/01/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) PADA PENGADILAN NEGERI KISARAN

Menimbang

Mengingat

—

KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

Bahwa Pengadilan Negeri Kisaran sebagai salah satu instansi
pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib
menyelenggarakan pertanggung jawaban peleksanaan tugas,
fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan
sumber dana serta kewenangan yang ada berupa Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Bahwa dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Kisaran dapat
berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu di tunjuk Tim
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini
dipandang cakap dan mampu melaksanakan Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

S. Peraturan  Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung;

6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis
perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas
laporan kinerja instansi pemerintah;

9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN NEGERI KISARAN;

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran
Nomor : 67/SK/KPN/9/2021 Tentang Pembentukan Tim
Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Kisaran;

Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir
dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan
Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pada Pengadilan Negeri Kisaran,

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusunan Laporan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diantaranya:

1. Ketua adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin
penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi
pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan) serta
tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan /
perundang-undangan yang berlaku.

2. Hakim adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara



yang dilimpahkan kepadanya, serta tugas atau kewenangan lain
yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang
berlaku.

Panitera adalah menyelenggarakan administrasi dibidang teknis
peradilan (administrasi perkara) dan tugas lain berdasarkan
peraturan / perundang-undangan yang berlaku.

Panitera Muda Hukum adalah membantu panitera melakukan
urusan data perkara, statistik dan membuat laporan perkara,
serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan /
perundang-undangan yang berlaku.

Panitera Muda Pidana adalah membantu panitera dalam
menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan
perkara pidana , banding, kasasi dan peninjauan kembali, dan
Grasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
Panitera Muda Perdata adalah membantu panitera dalam
menyelenggarakan segala urusan keperdataan, mulai dari
menerima gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan
kembali, eksekusi dan somasi serta tugas lain berdasarkan
peraturan yang berlaku.

Panitera Muda Hukum adalah membantu panitera melakukan
urusan data perkara, statistik dan membuat laporan perkara,
serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan /
perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas dalam
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan yaitu urusan
kerumahtanggan, kepegawaian, keuangan, dan Teknologi
Informasi (IT) serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh
peraturan / perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Sub Bagian Perencanaan,Teknologi Informasi dan
Pelaporan adalah mempunyai tugas mengkoordinasikan dan
melaksanakan pelaporan Tahunan, Menyusun Dokumen SAKIP,
Menyusun Dokumen LAKIP, Menyusun RKAKL DIPA,
Mengontrol Perawatan/mentence peralatan IT, Mengontrol
tampilan dan isi Website PN Kisaran, Mengontrol back up data
base CTS, Mengontrol Sinkronisasi data Base ke server MA,
Mengontrol Penginputan Laporan Monev Bapenas dan Monev
Anggaran, kecuali keuangan yang berkaitan perkara, serta




tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan /
perundang-undangan yang berlaku.

10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan adalah mempunyai
tugas membina dan melaksanakan ketatausahaan, serta
mengurus masalah kebutuhan rumah tangga perkantoran,
penataan asset BMN serta melaksanakan, mengkoordinasikan
urusan keuangan, kecuali keuangan yang berkaitan perkara,
serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan /
perundang-undangan yang berlaku.

11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
adalah mengkoordinasikan urusan kepangkatan, kenaikan gaji
berkala, kartu pegawai, menyusun DUK, Bezeting pegawai, dan
tugas lain yang berkaitan dengan kepegawaian.

KEEMPAT : Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kepada Ketua Pengadilan

Negeri Kisaran;

KELIMA Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : KISARAN
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

ttd.

NELSON ANGKAT




Lampiran : Ketua Pengadilan Negeri Kisaran

Tentang : Penunjukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Pada Pengadilan Negeri Kisaran

Nomor : W2.U11/230/SK/KP.04.6/01/2021

Tanggal : 03 Januari 2022

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUNAN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) PADA PENGADILAN NEGERI KISARAN

JABATAN
NO NAMA JABATAN DALAM TIM
1 2 3 4
1 | NELSON ANGKAT, S.H., M.H. KETUA PELINDUNG
2 | NELLY RAKHMASURI LUBIS, S.H., M.H. HAKIM PENASEHAT
3 | IDRIS, S.H., M.H. PANITERA PENANGGUNG
4 | MEDIANA Br TARIGAN, S.E. SEKRETARIS JAWAB
5 | DOHARNI SIREGAR PANMUD HUKUM
6 | ADDHIE YUS PRAMANA PUTRA, S.H., M.H. PANMUD PIDANA
7 | BUYUNG HARDI, S.H. PANMUD PERDATA
KASUBBAG
PERENCANAAN,
8 | NONI AFRIANTI DAMANIK, S.H. TEKNOLOGI
INFORMASI DAN
ANGGOTA
PELAPORAN
KASUBBAG UMUM
9 | DIANA ROMIN HARAHAP, S.H.
DAN KEUANGAN
KASUBBAG
KEPEGAWAIAN
10 | MUHAMMAD REZA LUBIS, S.H.
DAN ORANISASI
TATA LAKSANA
11 | DESY RATNASARI PURBA, A.Md., A.B. CPNS
Ditetapkan di KISARAN
Pada Tanggal 03 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN
ttd.
NELSON ANGKAT




